	
Harian    	
	:
	Mercusuar
	Kasubaud
Sulteng II

	Hari, tanggal
	:
	Rabu, 30 Oktober 2013
	

	Keterangan
	:
	Hal.1 Kolom 6 dan Hal. 11 Kolom 28-30
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Poso
	


[bookmark: _GoBack]
[image: C:\Users\User\Pictures\My Scans\2013-10 (Okt)\scan mercusuar 2.jpg][image: C:\Users\User\Pictures\My Scans\2013-10 (Okt)\scan sambungan mercusuar 2.jpg]

image1.jpeg
KASUS KAPAL PATROL.I

Deprov Tak
Bisa Intervensi

PALU, MERCUSUAR — Anggota Dewan
Provinsi Sulteng Komisi III Huisman
Brant Toripalu
mengatakan,
Deprov tidak
memiliki we-
wenang untuk
menginter-
vensi per-
masalahan
pengadaan ka-
pal patroli mi-
lik kantor Unit
-Penyelenggara
Pelabuhan
‘CUPP) kelas
2 Poso, yang
diduga tidak
sesuai dengan
spesifikasi

Huisman Brant Toripalu

yang ditentukan.

Pernyataan Huismant tersebut men-
yikapi pernyataan anggota Komisi II
DPRD Kabupaten (Dekab) Poso Azmir
Podungge yang mengaku siap turun
ke lapangan untuk mengumpulkan
bukti kasus proyek pengadaan kapal
patrol jika adalampu hijau dari Deprov
Sulteng.

“Tidak ada kewenangan minta perse-
tujuan dengan DPR Provinsi, sekalipun
sumber pendanaannya dari APBN, kare-
na setahu saya, dananya itu diturunkan
langsung dari pusat ke Kabupaten Poso,
oleh karena itu pengawasan menjadi tu-
gas dari Dekab sendiri,” katanya, Selasa
(29/10/2013).

Lain halnya kata"Huismant, jika pro-
gram pengadaan tersebut bersumber
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‘-NINTERVENSI

dari pemerintah pusat dan
diturunkan ke provinsi ke-
mudian diteruskan ke kabu-
paten misalnya, Kabupaten
Poso, Deprov akan baru
memiliki kewenangan un-
tuk turut campur dalam
persoalan tersebut. Namun,
Brant sendiri, mengaku
mendukung langkah yang
telah dilakukan Dekab Poso
jika masalah itu diteruskan
ke ranah hukum.
" “Kami hanya bisa men-
support terhadap pernye-
lesaian yang akan dilakukan
Dekab Poso.Istilahnya Dekab
bisa memanggil pihak-pi-
hak yang berkaitan dengan
melakukan rapat dengar
pendapat sehingga masa-
lah akan menjadi terang-
benderang,”imbuhnya.
Sebelumnya, Dekab

" Poso mengaku siap tu-’

run ke lapangan jika ada
permintaan terkait soal

proyek pengadaan kapal
patroli milik kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan
(UPP) kelas 2 Poso, yang
diduga tidak sesuai den-
gan Spesxflkasn yang
ditentukan.

Anggota Komisi II Dekab
Poso Azmir Podungge men-
gatakan, permintaan yang
dimaksud adalah dari pihak
dewan provinsi mengingat
anggaran pengadaan kapal
tersebut betrsumber dari
APBN. -

“Jika Deprov meminta
dan memberi kewenangan
ke Dekab Poso untuk me-
lakukan pengawasan atau
pemeriksaan atas proyek
kapal patroli yang diduga ti-
dak sesuai dengan spesifik-
asiitu, maka kami siap men-
indaklanjutinya. Karena ini
bersumber dari dana APBN,
maka dewan Poso tidak bisa
melakukan pengawasan
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secara langsung tanpa di-
minta,” sebut politisi PAN
itu. Dari hasil ‘peninjauan
atau pengawasan yang di-
lakukan, dewan selanjut-
nya akan mémbuat laporan
guna diteruskan ke Deprov
atau ke pusat untuk ditin-
dak lanjuti.

“Nantinya hasil investigasi
kita di lapangan itu akan
dibuatkan laporan untuk di-
teruskan ke pihak provinsi
atau pusat,” tambahnya.

Bahkan tambah Asmir,
dewan bisa saja meminta
hearing dengan pihak pela-
buhan sebagai pihak yang
bertanggung jawab atas
pengadaan kapal tersebut.
Karena dewan kabupaten
dan kota memiliki wewen-
ang untuk mengawasi se-
mua proyek yang dibiayai
dana APBN ataupun APBD
provinsi yang ada di wila-
yahnya. int




